
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 61 

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKL 

Menimbang 

Mengingat 

  

BUPATI WONOG 

PROVINSI JAWA TE 

PERATURAN BUPATI V 

NOMOR 60 TAHU 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PER 

DENGAN RAHMAT TUHAN Y/ 

BUPATI WONOG 

bahwa untuk melaksanaka 

Pasal 10 ayat (3), Pasal 23 

Peraturan Daerah Kabupate 

tentang Penyelenggaraan 

Miskin, maka perlu meneta 

Petunjuk Pelaksanaan P 

Wonogiri Nomor 6 Tahun 

Bantuan Hukum Bagi Warg 

1. Undang-Undang Nomot 

Pembentukan Daerah 

Lingkungan Propinsi 

Republik Indonesia Tahu 

(Lembaran Negara Repub 

Djawa Tengah 

IRI 

SNGAH 

/ONOGIRI 

N 2019 

ATURAN DAERAH 

TAHUN 2019 TENTANG 

JM BAGI WARGA MISKIN 

ANG MAHA ESA 

IRI, 

In ketentuan Pasal 5 ayat (3) , 

ayat (2), dan Pasal 26 ayat (6) 

n Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 

Bantuan Hukum Bagi Warga 

Ipkan Peraturan Bupati tentang 

eraturan Daerah Kabupaten 

2019 tentang Penyelenggaraan 

a Miskin: 

13 Tahun 

“daerah 

1950 tentang 

Kabupaten Dalam 

(Berita Negara 

n 1950 Nomor 42), 

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

lik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4288):    



. Undang-Undang Nomd 

Kekuasaan Kehakiman 

Indonesia Tahun 2009 N 

Negara Republik Indone: 

. Undang-Undang Nomd 

Pembentukan Pera 

(Lembaran Negara Repuk 

82, Tambahan Lembar 

Nomor 5234) sebagaimai 

Undang Nomor 15 Tahu 

Undang-Undang Noma 

Pembentukan Perat 

(Lembaran Negara Repuk 

183, Tambahan Lemba 

Nomor 6398), 

. Undang-Undang Nomor 

Hukum (Lembaran Neg 

2011 Nomor 105, Tambz 

Indonesia Nomor 5248), 

. Undang-Undang Nomo 

Pemerintahan Daerah 

Indonesia Tahun 2014 N 

Negara Republik Indone 

telah diubah beberapa 

Undang Nomor 9 Tahun 

Atas Undang-Undang N 

Pemerintahan Daerah 

Indonesia Tahun 2015 N 

Negara Republik Indones 

. Peraturan Pemerintah N 

Syarat dan Tata Cara P& 

Penyaluran Dana Bantu 

Republik Indonesia Tahu 

Lembaran Negara Republ 

IT 48 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik 

tentang 

Jomor 157, Tambahan Lembaran 

sia Nomor 5076), 

12 Tahun 2011 

turan 

r tentang 

Perundang-undangan 

lik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

an Negara Republik Indonesia 

na telah diubah dengan Undang- 

n 2019 tentang Perubahan Atas 

12 Tahun 2011 Tr tentang 

juran Perundang-undangan 

lik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

ran Negara Republik Indonesia 

16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

ara Republik Indonesia Tahun 

ihan Lembaran Negara Republik 

23 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik 

s tentang 

mor 244, Tambahan Lembaran 

sia Nomor 5587) sebagaimana 

kali, terakhir dengan Undang- 

2015 tentang Perubahan Kedua 

mor 23 Tahun 2014 tentang 

(Lembaran Negara Republik 

jomor 58, Tambahan Lembaran 

la Nomor 5679), 

omor 42 Tahun 2013 tentang 

emberian Bantuan Hukum dan 

an Hukum (Lembaran Negara 

in 2013 Nomor 98, Tambahan 

ik Indonesia Nomor 5421),    



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud de 

1. 

2. 

Menetapkan 

8. Peraturan Pemerintah 

Kerja Sama Daerah (Lem 

Tahun 2018 Nomor 91! 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

baran Negara Republik Indonesia 

/, Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia No or 6219), 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Penyele 

Warga Miskin (Lembar 

Tahun 2019 Nomor 6 

Kabupaten Wonogiri Nor 

MEMUTUSKAN |: 

PERATURAN BUPAT 

PELAKSANAAN PERATI 

WONOGIRI NOMOR 

araan Bantuan Hukum Bagi 

Daerah Kabupaten Wonogiri 

Tambahan Lembaran Daerah 

nor 180), 

| TENTANG PETUNJUK 

JRAN DAERAH KABUPATEN 

6 TAHUN 2019 TENTANG 

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA 

MISKIN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati 

pemerintahan Daerah yang memimpin pe 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

Bupati adalah Bupati Wonogiri. 

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum 

Wonogiri. 

ngan : 

sebagai unsur penyelenggara 

laksanaan urusan pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang| diberikan oleh Pemberi Bantuan 

Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga 

kemasyarakatan yang memberi layanan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bantuan Hukum atau organisasi 

Bantuan Hukum berdasarkan 

Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin atau kelompok warga 

miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.    



10. 

LI. 

12. 

13. 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. 

b. 

(1) 

(2) 

(8) 

Miskin adalah kondisi dimana seseorar 

tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesua 

Warga Miskin adalah orang Miskin yang h 

Litigasi adalah upaya penyelesaian m 

penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 

Nonlitigasi adalah cara penyelesaian n 

peradilan. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daet 

adalah rencana keuangan tahunan D 

Peraturan Daerah. 

Hari adalah hari kerja. 

BAB II 

RUANG LINGKU 

Pasal 2 

Penerima Bantuan Hukum, 

tata cara dan syarat teknis kerja sama pe 

antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi 

tata cara pelaporan pelaksanaan tugas Pem 

tata cara pengajuan rencana dan penyalurd 

BAB III 

PENERIMA BANTUAN 

Pasal 3 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bar 

menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh I 

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

setiap orang atau kelompok orang miskin y 

dasar secara layak dan mandiri. 

Hak dasar sebagaimana dimaksud pada aya 

a. hak atas pangan, sandang dan papan, 

b. hak atas layanan kesehatan, 

c. hak atas layanan pendidikan, dan 

gg tidak mampu memenuhi hak 

memenuhi hak-hak dasarnya seperti Sen an pangan, pakaian, tempat 

| standar minimal. 

erdomisili di Daerah. 

jasalah hukum melalui proses 

nasalah hukum di luar proses 

tah selanjutnya disingkat APBD 

perah yang ditetapkan dengan 

nyelenggaraan Bantuan Hukum 

Bantuan Hukum, 

beri Bantuan Hukum: dan 

In anggaran Bantuan Hukum. 

tuan Hukum untuk membantu 

Penerima Bantuan Hukum. 

ang tidak dapat memenuhi hak 

t (2) meliputi:   
  

 



d. hak atas pekerjaan dan berusaha. 

Pasal 4 

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pe 

a. mendapatkan Bantuan Hukum sampai ma 

perkaranya telah mempunyai kekuatan 

Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak n 

dan/atau Kode Etik Advokat, dan 

pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan 

undangan. 

Pasal 5 

Penerima Bantuan Hukum wajib untuk: 

a. menyampaikan informasi yang benar dar 

.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai de 

. mendapatkan informasi dan dokumen yan 

rima Bantuan Hukum berhak: 

ah hukumnya selesai dan/atau 

hukum tetap selama Penerima 

nencabut Surat Kuasa Khusus, 

ngan standar Bantuan Hukum 

g berkaitan dengan pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang- 

bukti-bukti yang sah tentang 

permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, 

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan 

Pasal 6 

(1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, ci 

harus mengajukan permohonan Bantuan 

kepada Pemberi Bantuan Hukum. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada 

Hukum. 

alon Penerima Bantuan Hukum 

Hukum secara tertulis atau lisan 

ayat (1) harus dilampiri dengan: 

a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir, 

b. kartu keluarga Miskin atau surat keterangan Miskin dari Kepala 

Desa/Lurah dimana pemohon Bantu 

dokumen lain sebagai pengganti surat ke 

Daerah: 

yang sedang dihadapi, 

perkara. 

(3) Formulir permohonan Bantuan Hukum 

urajan atau penjelasan yang sebenar-be 

an Hukum berdomisili atau 

terangan Miskin sesuai database 

narnya tentang masalah hukum 

. menyerahkan foto copy atau salinan dgkumen yang berkenaan dengan 

secara tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.    



BAB IV 

KERJA SAMA 

PENYELENGGARAAN BANI 

Bagian Kesatu 

Subyek Hukur 

Pasal 7 

(1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, I 

dengan Pemberi Bantuan Hukum. 

(2) Bupati memberikan kuasa kepada 

menandatangani perjanjian kerja sama 

ayat (1). 

Pasal 8 

Pemberi Bantuan Hukum yang menjadi mitra 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

berbadan hukum: 

terakreditasi, 

a. 

b. 

c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, 

. memiliki pengurus, 

. memiliki program bantuan hukum. 

Bagian Kedua 

UAN HUKUM 

1 

Bupati dapat menjalin kerja sama 

Daerah untuk 

sebagaimana dimaksud pada 

Sekretaris 

kerja sama dengan Daerah harus 

Objek Kerja Sama 

Pasal 9 

(1) Objek perjanjian kerja sama adalah pem 

membantu menyelesaikan perkara yang 

orang Miskin. 

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud a 

berian Bantuan Hukum untuk 

dihadapi orang atau kelompok 

yat (1) meliputi masalah hukum 

keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, yang terdiri dari: 

a. Litigasi: dan 

b. Nonlitigasi.    



Bagian Ketiga 

Tahapan dan Dokumen Kena Sama 

Pasal 10 

Tahapan kerja sama penyelenggaraan Bantu 

dengan ketentuan peraturan perundang-undar 

Pasal 11 

(1) Perjanjian kerja sama penyelenggaraan 

memuat: 

a 

b 

. hak dan kewajiban para pihak, 

. jangka waktu kerja sama, 

Ci. 

d. 

penyelesaian perselisihan, 

sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi 

(2) Bentuk perjanjian kerja sama sebagaiman 

dengan ketentuan peraturan perundang-un 

Bagian Keempa 

an Hukum dilaksanakan sesuai 

ygan. 

Bantuan Hukum paling sedikit 

perjanjian. 

a dimaksud pada ayat (1) sesuai 

dangan. 

t 

Penyelesaian Be ai 

Pasal 12 

Jika terjadi perselisihan dalam kerja sama pe 

penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengu 

dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantt 

serta tidak bertentangan dengan ketentuan per 

Bagian Kelima 

Berakhirnya Kerja £ 

Pasal 13 

Kerja sama penyelenggaraan Bantuan Huku 

1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanj 

Pasal 14 

(1) Kerja sama penyelenggaraan Bantuan Huku 

a. berakhirnya jangka waktu kerja sama, 

b. tujuan kerja sama telah tercapai, 

nyelenggaraan Bantuan Hukum, 

tamakan musyawarah mufakat 

im dalam perjanjian kerja sama 

aturan perundang-undangan. 

sama 

m berlaku untuk paling lama 

ang kembali. 

im berakhir karena :    



Cc. terdapat kesepakatan para pihak untuk 

perubahan kebijakan berd d. terjadi 

perundang-undangan yang mengakib 

dilaksanakan: 

e. objek kerja sama hilang atau musnah, «& 

f. putusan pengadilan yang telah memper 

BAB V 

mengakhiri kerja sama, 

asarkan ketentuan peraturan 

atkan kerja sama tidak dapat 

lan/atau 

oleh kekuatan hukum tetap. 

PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS 

PEMBERI BANTUAN 

Pasal 15 

HUKUM 

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat 

(2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana 

Daerah setiap tri wulan. 

dimaksud pada ayat (1) dalam 

bentuk laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum yang merupakan 

bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan 

anggaran Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD. 

(3) Format laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

TATA CARA PENGAJUAN RENCANA DAN 

PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum 

Pasal 16 

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum 

secara tertulis kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran 

pelaksanaan Bantuan Hukum. 

(2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan 

perjanjian kerja sama penyelenggaraan 

ditandatangani. 

Bantuan Hukum yang telah    



(3) Pengajuan rencana anggaran Bantuan tum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran 

yang memuat: 

a. identitas Pemberi Bantuan Hukum, 

b. nama program, 

Cc. tujuan program, 

d. deskripsi program, 

e. target pelaksanaan, 

f. output yang diharapkan, 

g. jadual pelaksanaan, dan 

h. rincian biaya program. 

(4) Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri 

permohonan dari Penerima Bantuan Hukum. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum 

Pasal 17 

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan Bantuan 

Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran 

kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah disertai 

dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung. 

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti 

pendukung yang diajukan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah wajib memberikan jawaban dalam 

jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan 

pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan 

diterima.    



(4) Apabila dalam kurun waktu 5 (lima) Hari | 

(S) 

(1) 

(2) 

(3) 

Daerah tidak memberikan jawaban, perm( 

dianggap telah disetujui. 

Penyampaian jawaban atas permohonan j 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat 

a. pos, 

b. faximile, 

Kepala Bagian Hukum Sekretariat 

pbhonan Pemberi Bantuan Hukum 

pencairan anggaran sebagaimana 

dilakukan melalui: 

Cc. sistem informasi pemberian Bantuan Hukum, dan/atau 

d. surat elektronik lainnya. 

Pasal 19 

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi 

Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses 

beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai 

dengan bukti pendukung. 

Bukti pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 

a. bukti penanganan perkara, 

b. kuitansi pembayaran pengeluaran, 

c. laporan keuangan penanganan kasus, 

d. dokumentasi. 

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

untuk Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan 

tahapan pemeriksaan meliputi: 

a. tahap penyidikan, dengan melampirkan: 

1. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

2. surat kuasa, 

3, 

4. 

5. 

surat pernyataan, 

surat panggilan, 

surat perintah penyidikan atau 

penyidikan, dan 

6. putusan praperadilan, jika ada. 

1. surat kuasa, 

2. nomor perkara, 

3. surat dakwaan, 

4. surat penetapan pengadilan 

pendampingan) jika ada, 

10 

tahap persidangan di pengadilan tingkat 

surat perintah penghentian 

pertama, dengan melampirkan: 

(penunjukan hakim untuk   
      

 



(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana « 

untuk tahapan Bantuan Hukum secara 

meliputi: 

a. tahap gugatan, dengan melampirkan: 

surat keputusan penghentian penun 

pledoi, 
2 
A
D
 O

a 

replik jika disampaikan secara tertul 

9. duplik jika disampaikan secara tertu 

10. jadual sidang, 

tutan, jika ada, 

eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan, 

is dalam persidangan, 

lis dalam persidangan, 

11. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan. 

. tahap persidangan di pengadilan tingka 

1. akta banding, 

2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara 

dilanjutkan ke tingkat banding, dan 

3. salinan putusan atau petikan putusi 

. tahap persidangan di pengadilan tingka 

1. akta kasasi, 

2. memori kasasi atau kontra kasasi, d 

tingkat kasasi, dan 

3. salinan putusan atau petikan putusa 

. tahap peninjauan kembali, dengan mela 

1. surat permintaan/permohonan pet 

Pengadilan Tingkat I, 

2. salinan putusan pengadilan sebelun 

sudah berkekuatan hukum tetap, 

3. memori peninjauan kembali, dalam F 

upaya hukum luar biasa, dan 

4. salinan putusan atau petikan putusa 

1. surat permohonan sebagaimana dim: 

. surat kuasa, 

. surat pernyataan, 

2 

3 

4. surat gugatan/jawaban gugatan 

5. registrasi perkara dengan nomor regi: 

6 . Surat panggilan, dan 

. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan: 

1. jadual sidang, 

11 

t banding, dengan melampirkan: 

in pengadilan tingkat banding. 

t kasasi, dengan melampirkan: 

lalam hal perkara dilanjutkan ke 

in pengadilan tingkat kasasi. 

impirkan: 

hninjauan kembali (PK) kepada 

nanya yang menyatakan putusan 

jal perkara dilanjutkan ke proses 

in peninjauan kembali. 

limaksud pada ayat (2) huruf a 

Litigasi dalam perkara perdata 

aksud dalam Pasal 6: 

ster, dan/atau   
  
 



8. 

c. tahap putusan pengadilan tingkat band 

l. 

T
U
 

r
e
n
 surat kuasa, 

somasi, 

tawaran mediasi atau jawaban, 

akta perdamaian atau melanjutkan perkara 

eksepsi atau replik, 

kesimpulan, dan/atau 

salinan putusan atau petikan putusan pengadilan. 

akta banding, 

Ing, dengan melampirkan: 

2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara 

dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa: dan 

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding. 

d. tahap putusan pengadilan tingkat kasas 

1, 

2. 

3. 

akta kasasi, 

i, dengan melampirkan: 

memori kasasi atau kontra mempri kasasi, dalam hal perkara 

dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa: dan 

salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi. 

e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan: 

La 

2. salinan putusan pengadilan yang sud 

3. memori peninjauan kembali atau kon 

4. 

surat permintaan/permohonan pe 

pengadilan tingkat pertama, 

ninjauan kembali (PK) kepada 

ah berkekuatan hukum tetap, 

tra memori peninjauan kembali, 

dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa, dan 

salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali. 

(S5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

untuk tahapan Bantuan Hukum secara Litigasi di bidang hukum tata usaha 

negara meliputi: 

a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan: 

L. 

A 
DP 
A
B
O
N
 

surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

surat kuasa, 

surat pernyataan, 

surat gugatan, 

registrasi perkara dengan nomor regi 

surat panggilan, 

der: 

surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/ dismissal 

process, dan 

12   

  

  
  

  
  

 



8. 

b. tahap putusan pengadilan tingkat perta 

Li. 

8. 

c. tahap putusan pengadilan tingkat ban 

IL. 

2. 

3. 

Tt 
K
O
 

5
 
n
 

keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata 

Usaha Negara, jika ada. 

jadual sidang, 

surat kuasa, 

somasi: 

jawaban gugatan, 

tawaran mediasi atau jawaban, 

eksepsi atau replik, 

kesimpulan, 

salinan putusan atau petikan Pe 

akta banding, 

memori banding atau kontra mem 

dilanjutkan ke proses upaya hukum 

salinan putusan atau petikan putusz 

ima, dengan melampirkan: 

pengadilan. 

ing, dengan melampirkan: 

ori banding, dalam hal perkara 

biasa: 

in pengadilan tingkat banding. 

d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan: 

1. 

2. 

3. 

e. tahap peninjauan kembali, dengan mela 

l. 

akta kasasi: 

memori kasasi atau kontra mem 

dilanjutkan ke proses upaya hukum 

salinan putusan atau petikan putusa 

surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) 

pengadilan tingkat pertama, 

Dri kasasi, dalam hal perkara 

biasa, dan 

in pengadilan tingkat kasasi. 

impirkan: 

kepada 

2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, 

3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, 

dalam hal perkara dilanjutkan ke pro 

Pasal 20 

ses upaya hukum luar biasa, dan 

. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali. 

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi 

Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket 

kegiatan Nonlitigasi dan Pemberi Bantuan 

yang disertai dengan bukti pendukung. 

Hukum menyampaikan laporan 

(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan 

jenis kegiatannya. 
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Pasal 21 

Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan pencairan 

anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah 

menyetujui permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum. 

Pasal 22 

(1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk 

kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak 

dapat mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum Litigasi yang 

diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama. 

(2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, 

pembayaran biaya Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan 

Hukum Litigasi. 

(3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara N onlitigasi telah dibayarkan kepada 

Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi beralih 

menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum secara Nonlitigasi 

yeng telah dibayarkan diperhitungkan seb 

Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangg 

agai faktor pengurang.   
stapkan di Wonogiri 

pada tanggal 18 Desember 2019 

Diundangkan di Wonogiri 

13 Desember 2019 
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LAMRIRAN 
PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 60 TAHUN 2019 
TENTANG 
PETUNJUK — PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 6 
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN 
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN 

FORMULIR PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

A. FORMULIR PENYULUHAN HUKUM 

Nomor 1 Team 
Perihal : Penyuluhan Hukum 

Kepada Yth: 

(Nama Organisasi Bantuan Hukum) 

Di 

Tempat 

Dengan hormat, 

000000 ouununusunarsanunansanavanansengeusangasarsanunaanasusanasundunununungsunansssagusaagannangannanganasanaununan 

.nomocenuaavageeangenannenua as nanusaenanaseneanun nana aenanunananaunjenuanananasanananaanaasuanaangananannageapanaanaaan 

Hari/Tanggal 

Waktu 

s0ocococoncrcoocnanangarasuananakanasansanusannnsessungeunesanuuna esa sasununaenana 

sonununusanenenanenenananenanasansab renang sanunnanguana esa nganusaan gan senanunaauna 

Tempat .oreorareseraneuaasenaenaanannsaunahaanananeasnanunensanaanasunsnuaenaunueaunanuaanuuaa 

co.oonenagreseananeenasenasanenanaseanananauaun Anas aanannananapananan 

"r0.cocooooocooo.nanawngnunguannsssanasasannaranansannanseenananaaana "..oocemcecrarearennanensanasunenunuaaamaanaa 

"e0000coorocusunenaaaenguaaaaneseneessn sarana nnanananunanaKananauauna fana sesangaan asa sananaaangaananungangnasananuunan 

s.coc.cccoooccocooncconda    



B. LAPORAN PENYULUHAN HUKUM 

@noooccocoranasunnunananaanannun sana san neruu aan ana nanas naun ana 

kanaaaan bulan ............... tahun 

...ureoneunuenganesenanaaananenuananu run unanaan 

telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum berupa: 

a. Jenis kegiatan 

senevununenaneananusann sena aeaanuana sasa eaaaaKanaa nara ganguan an aja 

necc000oncowoc.ccoooorarunansangsassangaanasanagnensaan anna aana aja 

"0..ocrococonconarannuananananaanerunasgarennasearanennasaan naa aja 

rcomeonanuusresenunaseatunanasunnenaneerenasannananaaagananaan 

s00cccoorancssunutannananaunnaanan angen nunananann nana auanaua 

socoomenunaunanuanaenasannaananasasaKananguausanasannangaunaaan 

senucnannangasanan garena sanna nanas ena nasan sasaran aan ana nana aan ah 

so—ooncenenanaurnnanenannasanena na enansena aan anananaranuan ana 

penponaaunnannesasassananananaooananunn uan nsesaanansanenananan 

nananenunasesaanananan ses engennanaanaa Kanaan uan 

sn.comenanangaunananaresanan gagasan ennaanananaa 

sanwevenenekaKannanaKen nenas nana ena nana nun nu naa 

n.ococenerescenanasenannaanagaana garena Kakenan an 

.ocoruoruunsaneareaean nana eaeenagunanaauaanaaua 

snowoocrescenannanenaa yana naan ana na sanpangunanae   
.a.ccoorcoarercrananannansansenannannannananunananganan sena ananaan al 

#o.oreoceorecenanannnesanaanann nasa gaananaaeaanseanananaanannananna 

s.ocoococcooocococco.mocananuusanunaununnanangaunuananaasaunanana 

s0..uconeranuesuneanananseaaneaeeana kesana sasanunanananaasanannana 

.n..orocoocococ”cr.cr#orcereranusangganaanuuan ganas rasananuaauannana 

"a..ccorecnerocooorcc.comarerangananasassnanasusanennnanannanaasanaa 

Perwakilan Peserta Nama Or 

Ttd. 

(Stempel) (Stempel) 

(omega ) (... 

p0.oconcrcomencenceeeroanan near anasunanaaan 

s0c.orcecooncnanarunaaanansarananuanu san ananuun 

...omooco.ccoororrnananuransananun nano saan 

s..occonceansanaanaanunuanarasananaueaaKanguann 

.noncerunananananenanananaauunanausananananan 

tenaansesannneneenasa reses anga naas enaanasunna 

ganisasi Bantuan Hukum 

Ttd.   

            

        

                           



C. FORMULIR KONSULTASI HUKUM 

H. 

NI. 

Nomor 

Perihal : Konsultasi Hukum 

Kepada Yth: 

(Nama Organisasi Bantuan Hukum) 

Di 

Tempat 

Dengan hormat, 

I. Data Pemohon /Klien 

1. Nama 

#
 

&
 

NN
 

0 
A
O
 

un 

socowannunnanangganngosesnaresesasewananeeunusananann naungan naad 

s00ococonunenananangnanannss sn gaKanaunananangasnaganapenaanesana 

socooccoco..mununganassanganananasnanaaanananaanannnsannanuunana 

. Tempat/tanggal lahir 

. Jenis Kelamin 

. Tempat tinggal (Alamat) 

. Pendidikan 

. Golongan Darah 

. Agama 

. Pekerjaan 

Pelaksanaan Konsultasi Hukum (tanggal) 

on..coreerenunenaanuanannnaanaaagananananaaannananaaasan ana 

s0.cocomocorocorraoocanuannannsanansaasansasassasasaKanaenanaa 

"nons0e00e0enenenanasansananeKangeranaagananasansananagavane 

3 

0 ...c.cc.o.onuaanaanan 

2 ...oonconyunan 

0 ....oocenauar 

. coco. 

Kelurahan / Desa 0 .o.c.yoroorr.x 

Kecamatan 

Kabupaten/Kota DL aoocopooperoeu 

den an ji Bemeyanangnra ang 29.. 

hous enanununarasaveresasenaanaunnu un anasanajann nang 

ngan enocenananaananasasanaananaanga nana ananana 

bowoeoonveres0an0c0ococr—#onvarnanngsananaganenannea 

benvounneanengaseKunangasa naa nagangaa nang anuanuaan 

s.c.ocoooororuanunananan nana neeasasunnarawerana 

s0cccccooracocoocomenenunasananganaaanaaasauaanu 

senenasanenenangna nana an naa nanananaauanKanua nana 

sunanarunanuananananannnaKaseagevesaanagaaa sanak 

pung enengenganasasunanananununuan au anuanaanaKana 

necacornasnanunannenanaseaasassesnuuananawesanaa 

nanccocomcorcecucannanaaunananananggganarunnann nan 

sanenaneeeerenesangannansosesegenarunananunananaa 

sos. ococcocococcoanununnsanuankasraaasennaganan 

n00vocengana sanken an Kuna nanaaaa ear aneneaaaan 

s0coceererusgeeeeaasaKeseneunananunasusagananan 

saccomocomococeomco.cone.c..    



D. LAPORAN KONSULTASI HUKUM 

Il. 

H1. 

Hi. 

IV. 

VI. 

VII. 

Data Pemohon /Klien 

1. Nama 

2. Tempat/tanggal Lahir 

3. Jenis Kelamin 

4. Tempat tinggal (alamat) 

a. Kelurahan/Desa 

b. Kecamatan 

c. Kabupaten/Kota 

5. Pendidikan 

6. Golongan Darah 

7. Agama 

8 . Pekerjaan 

....—.orrocexa 

0. ...o..cc.oor.or.m 

" ...oc.o.ooorx 

. oraracesa 

@lennnnnunsnnunan ena sunnananunaKaenaKanen arena aanuan 

alennannannnanannnaneaca—oc.ccoccoJc#(c#c#Ka....ono. 

slenaneannennannanenanwanunanenanaananaaneauanuanana 

Seoannanangenanannannannana sana nunanu sasa seKasaaaan 

Sernannenansan sn nanaann angan nan anannanenesan asean 

Serenannnaseaeaenaaeakannaunaan aan uas ananaanananan 

dereseenannsn00comacomon.ocorcomocooococaococ. 

denonenasesene0occcowoc.oomoro..ncooon.ocococa. 

Sennenasanenuneneeanennaasann aan aanan sana ganuanaa 

Pelaksanaan Konsultasi Hukum (tanggal/ bulan/tahun) 

nenevanannunaaeunenenea sarangan geunaaseanaa sana neneanasnasaaenuanana naas ransasanuaasapgunuuaaaunanaanagunuanan 

"00... orororonrusunannnsanagennannannana gan sena sa nanang ananejanasasan sana nsasansapanangasanananananannaananaanu 

"n..oroooococernanannananananan nu sanannaaunannana na anann sn sa saja ganguan sanga ganasenanaanaanaanananasaaana naa aguana 

.0o.orcenuanganangnananenana gen sanneanasenanusaaanaanannana aah 

ne.ocoocororrrcc”cc”ooarusanaguussangangenurangaru sarana eetuneaeunananaruneunanaanannanananaananaarananuaaananaan 

"...occ.ooocrrcormccXcKc"Wc@#(c.ccococcocaagurusassangannarassanuadeuanunananananananananuananaununnannananannaauanaaun 

#0oocococenenaesansanaganenananuuneunuuuuuuauunuunusansansanaanansanpesasa nana gaun anseanapnasesang panganan san 

penunaanansenannann ana saseKesevungenenaueanuun 

"00. ooococoecoorocococomocoo.concoccomc#ancanungassssssansunuarasangaananaanu na sanagaanananaunasasaaaaraan 

Pemohon /Klien 

Nama 

Tanda tangan 

hana ngan0anoc@#ocmocomcc..o..maruruanaranansananan 

enuuwevanannanueaKeKeanarunenseneeaaaneanaenan aan    



VIII. Konsultan Hukum 

Nama 

Tanda tangan 

0 ..cocococeruuurusuanann 

0 ...o.wonurenganuanannnan 

....uc. 

(Ne 

sencconcenuunneneeaanaseaanaananananasanealasaKuna 

sno.ocooocorrrasssanunnanunannanan Kanaan enlaaarunu 

Mengetahui, 

ima Pemberi Bantuan Hukum) 

Direktur | 

   



E. FORMULIR INVESTIGASI KASUS 

Nomor 

Perihal : Investigasi Kasus 

Kepada Yth: 

(Nama Organisasi Bantuan Hukum) 

Di 

Tempat 

Dengan hormat, 

I. Data Pemohon/Klien 

1. Nama 

2. Tempat/tanggal lahir 

3. Jenis Kelamin 

4. Tempat tinggal (Alamat) 

Kelurahan/Desa 

Kecamatan 

Kabupaten/Kota 

. Pendidikan 

. Golongan Darah 

. Agama 

N
A
 

uu
 

. Pekerjaan 

a.n. 

. .....oo... 

0 ...c..o.c.. 

. c..c...u.. 

. vc... 

0. ...onu.. 

. ....o.o... 

soo... 

MP agamamness | Teemaemesasen ag 

sawadenaansssananenanaunna Kapuas nano oooroco.mo 

sncafenennsagenannnananananneunenaasnereaueaaganaananan 

sena hennanasace0enunanaanaan ganas sanaananunarangananan 

nbenanuanneesasenessanann senang anannaaunanunauannan 

nenubacnnnanuseneKunasarenenunanunuunan Kan genesanaaan an 

menabunnnas00uuenanuansssassaa sasa ueeKesaeoaaaaaaan 

menuebununuuenesooKessenennsgagaagaasongananusunaanusann 

snoubennvungannanne0aseenenanunungunuaaan esa aananaanan 

suvebunenanerenesneaneraeunaasaneanesanunesanaaanagnaaa 

sanabunanganaganensengaunanananan nana unnanuenaunanuua an 

senabanusunesesunesasunennasasanannannaanaaananangaaaa 

II. Pelaksanaan Investigasi Kasus (tanggal/bulan/tahun) 

socanunacanuanana ace snngunansanann sanam sangnanan gann 

"...omcencurenaknernanseneaaesuganananasununannanaanan 

sooorococococonerurunananan perasaanmu annasanangganuna 

sanavensesenengeeansanan enam anan nanang nennganauna gan 

teonunnnanensananaeeanenanaseng engan esa sananaan ana 

"0concangesasusanenaunnnanaaenaanannanngnagnaaseaaseKacunavungunanasanaanaunsanaaau sana sena auaaananaan gann 

s.oncorronangangnnanansgan engan aunaann sangan gasaganaganaad 

svanuwaovangnannunangeasensn gass gosasosenenunanunnenuaunana 

sono occo.cococaruunanuganaauunanasusanauanganuan nun 

s000cc.comococococ#c#coocooocooooocomoccccaanana 

s.cocoocorcocarungaanuauuuana    



F. LAPORAN INVESTIGASI KASUS 

I. Data Pemohon /Klien 

1. Nama 
ND

 . Tempat/tanggal Lahir 

0 p0.cerensaananjesaKaunurunanarsunananan uns sareneeragananangaauanan 

Ii. 

1. 

IV. 

VI. 

w
 . Jenis Kelamin . .everanuanana 

&
 . Tempat tinggal (alamat) 

Kelurahan / Desa 

Kecamatan 

...orecera 

Kabupaten/Kota 

. Pendidikan 

. Golongan Darah 

0 .o..corac...c. 

2 ..c.omaroncawa 

" ...o.r.c.o... 

. Agama 

A
I
O
 

uu
 

. Pekerjaan 

Pelaksanaan Investigasi Kasus (tanggal/ 

poco oroooranausurnkanaganaanananeKanasennn sanam sananenaau un 

n...ccorocecenasasssasuunanunasenanuuasunnananananaaasesanaau 

00 oocornrungaunananaanananananan nasa angenaanagannaanagangaa 

s00cococoncenuuananannsnausananaag esa annerasanaanasanananaauaa 

p0c0coconerocennesenarnsnanageanganagaseeaevoonorecunouanaunaan 

O00.oconunungaasaasanganannanaanan nasa saos unansangerananannan 

sonena0aunananaananennanaanan asas asanKasneruunananaanaan nana 

Pemohon /Klien 

Nama « nasnacaccoroorocerana 

Tanda tangan 

dennoanangeneunsneaneran arena ananaunanasKanagaaagana 

so.ocunuurarenaraganena nana nuns esa ganan kanan aa 

sncoc00acenKacenennnanananannaKeauanaKunaangannaaan 

nananauanguneaKasesnaneasanasanan Kanan anangunaaaan 

an.caomocoenaruscsrseserenanaasanan nan saKankuunagan 

sococ.oncranncaneeasasguneranneean aan sanaunuanunan 

sucomonenununananasenannnananuaanuanaanssananaanan 

nenananuunnununn eren asananna pen enanaaauma rang aa 

nanuunanekesaesasosesneKeonanagenanunnnanuanuuuuaug 

seweneonnenereena susana ananaanaansanangannanana nu 

senamonuruuengesanasanana nasa nasa n asus uoneananaan 

bonavengescenanaannundanusnnennanannsunansassaasaaa 

bgono00002c.owoccoococoooococomocaacanumarnananga 

onovono0cesesosonenaunawanunanenas es raananeasorena 

senasuneaaeenneaneeanenanesaneu nee aanasanananan ana 

senvannananaangevesanananununanuanuranann sangan 

peng0cccow.oooroccorcorcocorocccocoranssansangannaanan 

0 0.cocrecocorerenanannakanananananangesasannannununanaanangaKaKaraseKenan    



VII. Investigator 

Nama Aa an ia Lena 

Tanda tangan P eenmmananewerwememuB enam oemmetenme raman Naa lema 

Mengetahui, 

(Nama Pemberi Bantuan Hukum) 

Direktur 
  

  
  

   



G. PROPOSAL PENELITIAN HUKUM 

Ik 

IL, 

11. 

IV. 

VI. 

VII. 

Latar Belakang 

secunananaaananwaneKeganannaesenaenuaanuannannanunnunnausaganan 

senunauuunuranannesasaaunnunaKenanaranesesananesanasasaresanana 

naneouunanunnasasaenaeaanasusananannanarananunasasaneasaresasanan 

...oenuenuanananansananangeaaaanananan nanang ananunnannaaaaaa 

an.oooreocoooocarcenanauannananansananarusarasasasnaeneaneananan 

no..canansgansanssasgesravesgeseusarangnaneasannennann sasa aaa 

...ooooorcoororococrrnansagusassannssannasannaasanannanananauannn 

secenaeneenneneunenanaenuaananananaueunnanna nusa ana nun anaanana 

socewunugannanananunaanna nana n ana sanaaaananananogungaananunana aa 

sococeoncccwocco.oncomorcoanunanuasanasasunsannsanananasan agan an 

senacesagna0eKeerenenuanannanunaKa nan uasaneauusenaananannaKanan 

..cococoroooocoooocorurunanananaunsuananuasasaanaranananagananana 

#0cococorcoconococoncangananasanssananasanananananaannnaunuaaaa 

#00cococenenuueanauaanunauanansanenasenannanuensaganaanngnanaana 

nu.ucanasananssseonansanaganunaaun ana naananasananangnuaanaa nan 

.ocooocrwooocoooconrramunananu nana nanananasuna naa genauuanan 

secvennnauaannaaanannan ane venanunasasanun nang anunanananaaana 

.....oncananasssgerenaunnnuanaanananananaanaaasaanaanasauaaaun 

soceco000anaeuunaanaaun anang sunaenasusangunaan gmna ssanasaaan 

"no.uconanuanasananeeananaseauaunanaeasaeaaa Kana nanenanann aan 

honass00.oc.crcowuugesernanaasanananuanunuananesana 

hnnannaacamocoocooocoooc#ococ(#c(cc#oacrunuusaanana 

hoconanureneeaseKesssesaenguenaKanaanaunuannanenana 

ha ca0ccoawenurereruscanaanesesesangusaannamunanann 

honnscm&&@c.coococoooomccoccKrc.anannnsasannanann 

ono venvanunecocoanesccouurcunuunuuasunesaungaanane 

bengenngnanetcecesanensasaneanuunasanananesacananana 

hoconas00enenunanenasenanaagasusaesenesesanaKanana 

howaneanannsnccW#@o..o..cooccororc.cco(crmananunaunuan 

howonnaac0onocomennarocomeusunanssssunsanasanasanag 

beowevowennnnanannnangnnaanganaunuananaunauuanuaanaaa 

benanunenurunaneeranesnenusaaeenesaasanga sauna sanuna 

bewaseneanenanunuanenasu sarana nesaneaaan rasakan 

bereoenesasan napas asa naa pangaapean ga nenunanana 

pocococoncangenuganananansenanaseKagagenaan gerak 

sococoeresuganganagananasangana 

sn concooreracananananananannaaanaaananaganlananana 

..oncoununnaunannangn ena saapannangusgnanaganua 

somocecuneerenananaaanaananaaaanananaaa nan uunanaa    



-10- 

VIII. Susunan Organisasi Penelitian 

s0..oocrcccrmancararunanunannanunnasananananananasanaKasananua 

....corecresengsesereseaneunanasasananasaanaaasananonanagganun 

soc0ocomoomenesussesnansannenssosnonanKengaengaanasanunanuuanun gn 

snccoocecenuesssoseseneeasanseKusavasanaanaagoma 

coco... ocarusasasnssssuasununsanauannusanan 

sn.oocooooccoccorco.coccocamnanuunususanasannssassnun 

Mengetahui, 

) 

| 

|   
Nama Pemberi Bantuan Hukum) | 

Direktur | 

  

       



H. LAPORAN PENELITIAN HUKUM 

BAB I 

BAB II 

BAB II! 

BAB IV 

BAB V 

-11- 

Pendahuluan 

Latar Belakang 

Permasalahan / Ruang lingkup 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Metode Penelitian 

Tinjauan Teoritis/ Konsepsional 

Tempat Penelitian 

. Jangka Waktu Penelitian 

TT
 
0
9
3
0
0
 »
 

. Susunan Organisasi Tim Penelitian 

Tinjauan/Data Kepustakaan 

s..ooranu 

ocu 

...uurananun 

Penutup 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

   



ks FORMULIR MEDIASI 

Nomor 

Perihal 

Kepada Yth: 

(Nama Organisasi Bantuan Hukum) 

Di 

Tempat 

Dengan hormat, 

L 

1. 

III. 

-12- 

0 n0.ccocoracenuananann 

: Mediasi 

Data Pemohon/Klien 

.Nama ......d 

. Tempat/tanggal lahir 

1 

2 

3. Jenis Kelamin 

4. Tempat tinggal (Alamat) 

Kelurahan/Desa 

Kecamatan 

Kabupaten/Kota 

. Pendidikan 

. Golongan Darah 0... 

. Agama 

DD
 
N
O
 

uu 

. Pekerjaan 

Pelaksanaan Mediasi 

000p owoesunangangnonenagannananunavanecenasannaanaa 

nn0..oroorcororerananannunaan Kenangan sana sanannaunan 

....ocoroooconrrssusnaananunannn sangan Kesenenanesesaana 

"uananasssooronaseesesunasanasunanangaanasasangananana 

sono cmennananganasanasanasennasanesenasananaaeanua 

s0ccco.oooonwnungunanannanunsarnsananananeanannasunanan 

Denaknnanananaaaaanaaaaan pnnaaaa.20.. 

secvunanavenenanunnangananana sean gaa sean aenganan ana 

soavenceneneanananangananananan anna naasaanunu naa 

aan. ocoooororoor.oococo.ocorrrruuuraramuunnan 

s0ocorccoc.com.como.arocoencanasananuanannunn 

sa.coonocrnangan anna narasesnaaoenanaanaanuanan 

heseaa nenen engean sasa nana ana en nana aananauunan 

bonceneennaananunnaeneneresanunaneanaanaaKanann an 

bewnunuaeeneneenenennun nun sanan aan sagananuana 

seconuneangnageanensnunananaganunnanananununanan 

penunne0acananasa ganas eae segan annananuannanuun 

penewutanangananeannaneaunaaea segan neKareran aan 

secec000nenenaneekanunnunnaa kanan asa eKaenupaana aa 

soocrorecanuasanenann anna agesusaeaa nana ganauu 

deneneneanenunanseueareareanesaeraneaanannuu an anana 

sowonecssennanangeeneKasaeasasanananannunapuanan 

.ocnaassaanasanasannan sasa gass seasananganaaa 

p0oecengenusenesenagenegewanana saran easenpanuan 

noor... ooooc da    



J. BERITA ACARA MEDIASI 

yang beralamat di 

Adapun butir-butir kesepakatan medias 

berikut: 

s00cocoooororoncone.c.ccor#ccXcc#XcKc#c(##c#"#(c#.c.acassusananggunanan aa 

p0oenucsengsaneasaseeranaasusanunanasanunanaunananasunana na 

nenenarnenuenansaaneassasannasanananuunanangsusanananangunsan un 

sn ooooocoorcooooorooanuanansnnsananunananasenanaaganganan 

su.ccoorrocorcocecocensansannggna asesor unu uan aunenuauaaKana na 

su..orronunanannurannannesanereasasenasanea sesar nanauaunan an 

PIHAK PERTAMA 

Ttd. 

PIHAK KEDUA dalam perkara 
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yang beralamat 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, de 

tross oceana 

bulan ........... tahun y 

Jeena sean antara 

OI eno tenerer wae EN: yang 

PNIGAN “none o nenen naa 

Jenewa yang selanjutnya disebut 

aknssnnanananennemununasesaganKannsaagasaanaasanauan 

snanc0ncacococococooocc#(##o(comacananasananunanung 

.r.cocooorcooroocicocoocooorococorarasanuusasanana 

s.omoo.ococo”cooooococoo.co.o#acmrausnususuanausanan 

sengsanenanaananangng anna na nan naga Kuna aa aanananuan 

snonancucerureaununsaanananaKanananasususasunusoeau 

PIHAK KEDUA 

Ttd. 

...c.ccoooro”conceoncereausannanan 

s....c. 

   



K. FORMULIR NEGOSIASI 

Nomor 

Perihal 

Kepada Yth: 

(Nama Organisasi Bantuan Hukum) 

Di 

Tempat 

Dengan hormat, 

l. 

1. 

NI. 

14 

.orununanngananauna 

: Negosiasi 

Data Pemohon /Klien 

1. Nama 

. Tempat/tanggal lahir 

...... 

2 

3. Jenis Kelamin 

4. Tempat tinggal (Alamat) 

Kelurahan/Desa 

Kecamatan 

Kabupaten/Kota 

. Pendidikan 

. Golongan Darah ...... 

. Agama 

0 
N
O
 
uu

 

. Pekerjaan ...... 

Pelaksanaan Negosiasi (tanggal/ bu 

socccoooooorcrrrununanunasaanuasuseananananangnaanan | 

"e.oeceneneneanesesenuunnanuaanaa sea sasaenansunanunan 

nenenaenannnaaena senen nanueaauasuasesaKanunanaananaun 

000nunuunuaassengasanenaneananannaasnsaseauaann sanad 

senununusanngsovesosevanasaanawananausuanaananaanaana 

sa0.coneoreceananeanaKenanaanannunaneasaauauausanauanan 

Dennanannaananssnaaaan p nanananan20., 

lan/tahun) 

Latar Belakangnya 

Pemohon 

Ttd.    
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L. BERITA ACARA NEGOSIASI 

FORMULIR NEGOSIASI | 

Pada hari ini... tanggal ......iii. bulan ok | 

bahan sewsera : telah dilaksanakan negosiasi s.ooocooocoellasstis | 

ANtAFA Loela yang beralamat di ..........iJ.oealnkan 

yang selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA dengan ......J.Jo.. | 

yang beralamat di 

KEDUA dalam perkara so..coco.cocencerunganana 

yang selanjutya disebut PIHAK | 

Pan Ina Koni | 

Adapun butir-butir kesepakatan negosiagi yang dihasilkan adalah sebagai | 

berikut: 

su.orocorccoerernangenanannananna nanas raaaueaananna nanang ana 

pococoennunusasanasananansagaasnn aan sannagessanaaansenaan 

s0cocoroceceneenenengaseseunetangasananasanunanunanssaangununan 

.o..coceococenecocananuseuunananausaKeKagunanga naas sunaananuua 

nenenananaanaanananeanaaurasasasangena na anaKaKasagesaneanesaaan 

sn.oceoceocecececenceeeraKananaeaanaeraKasaKanannanusatanaunanar 

PIHAK PERTAMA 

Ttd. 

s..cooonaananananannannananaa 

socow.cooncununarangunan 

.ncccoorcoorarccomoccoKananasanuanuuannan sad ssaraan 

senuneneanenn ana geanenneanaanaanaunuunnanaunnanaan 

snonecunenegnanananuauanaseresaneananenuna 

hb snaonconeneseanaeesanenun nanang anang Kanananat 

benuunans0neeseeneaseseeansanunasanavaenuan nanang 

PIHAK KEDUA | | 

Ttd. 

sacorconcenansnaKauuewunnaasanane 

     



M. FORMULIR PEMBERDAYAAN MASYARAKA 

- TG 

Nomer en aa 

Perihal Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kepada Yth: 

(Nama Organisasi Bantuan Hukum) 

Di 

Tempat 

Dengan hormat, 

senoconverunusenannanesanenuannaan sasa nuunanasanaueaananunuananann ad 

senscauneaneneaune kera a sana eaenasaannanaa nasa sanasaananaKananuuan 

sa.nocococereoneuaununaun ana unaneKangunanana nana saseKenaeneuunaunaa 

...cconcerecenuaananannanansaserun 

"...oorcoooreoocccococomanunanunan 

..oo.oncenaranunanananauaana nana 

...ociovenganguneansenanasananapesosesusunauKasusanmaansananananuunn al 

sensenanereresaenanaaunanannannasanauna nasa esaraKeaaseaneasanana aa al 

senunenaneeanaaauunnananaanan anna asanaaasevananannnsanansaan an 

T 

nenas ecesaneanna nan unaunn aras anaaapungeaam 

mununanaaseseKanana aa ananaasa naungan aan ana 

seconaunnenaenKuneesananenaaaareaseesaKsanganangan 

su.orcococo.coorcocoroococooooKrssuranauussnusanna 

s.coneruncsangennaneanueununKanasasaseKana cor. 

.ncooococoocooormorconcangananusansansananannan 

sonoccavuenennannanaKa sasa seKaeneenesenananana 

  
"0c.ccomcooroccroocoKranunanauunnasansasanasakasanaan 
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N. LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKI 

Pada. hari Ini so tanggal sm , 

(nama Pemberi Bantuan Hukum) yang berkedudukan di | 

..cocooocorcocoocccoransunanananasaanan una saannaanananasunan an senanugeneneenenanesannaan naa rnanananaunananesanan 

telah melakukan kegiatan pemberdayaan hukum berupa: 

a. Jenis Kegiatan 

.e.cecrooracoco..y#aonanasnaannasannunaansanananananananan 

nucomerensanagnasaneaa seruan anasnauuesa sana sananaaanann aa 

snomosuucannanunnsakasnenaunanaanaanaanaeungannaanannanaan 

...orocarencescnananaan sea sanaananananananananauaasununana 

sec rococorcoorcorccKoracenanasuannsangenanasaanaseaanaana 

su.ocoocorocococorcorenarunanteansanganaranasanaanananunanaa 

nencunugasargesesanaaneanasanenagaaeaeumunanesasaauasesungana 

nenvenenanunnanaeenananauun enakan senannnenKaaaneananseraana 

sccoceocunanauunnennananananana nanang sanasangseusanansoaenun 

so.ocorcenenerununasanunannananaananaan nana sanunganagnan aa 

Perwakilan Peserta Nam 

Ttd. 

(Stempel) (Stem 

s0o.ecoererenannnsenanaKssanenunaanan nasa ouuna 

.nococomoncurcusarenunaun aga seauaueaaa naa annanan 

@snconenarungasenaneansa nose sengsapenaanasananaa 

"nomer oroareseranungnaana sana gu anna sangka anaan 

boo000—wsnsaseeneeasengaunan sangan gaananananaanaa 

sucac.cococrcoreocenangungannnsnaunanaa naga ana na 

sonununaananeeennea sangan anaaananngeasanaamanana 

po0u00n.coco.ococoKoc#(cKocamussasasasaaasuan 

a Organisasi Bantuan Hukum 

Ted.                          
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O. FORMULIR LAPORAN PENDAMPINGAN DI|LUAR PENGADILAN 

shoreweewsanmasen 9 ses soDemawssasama Dare 

Nomor 2 oo. 

Perihal : Pendampingan di Luar Pengadilan 

Kepada Yth 

(Nama Organisasi Bantuan Hukum) 

Di 

Tempat 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama snccc.o@occcorrooconc.odananununansssusesausuasaKaunaaua 

2. Tempat/tanggal lahir .noorerereonunn san unanasenessan na anananaanuaunereraag 

3. Jenis Kelamin sena. iorananuan nana nu njenesasunasaena nana anannannan 

4. Tempat tinggal (Alamat) : .......Jccc. 

Kelurahan/Desa 

be ov0pecac0ococcooKoncoc.cranuua 

1 c.coworerceaussasananasebanannasananunnanusassenanaana 

Kecamatan 

Kabupaten/Kota 

. Pendidikan 

. Golongan Darah 

0 serusnas00meonmesconocnecuebernaseKavarueraagasunun ana ana 

penuuunasenenueneenaserehesangueunasangananasanaananur 

0 verceunsusareenasannnansa naas esaasangnunn asma nnaaaan 

.Agama 0 c0cocomivenuananasananngan denangseneuaaanaaasanaun uan 

N
O
 

uu
 

. Pekerjaan so.vecereneneenaesananadesananuanusasasan gas aann naa 

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan di 

luar pengadilan dalam rangka kegiatan: 

Kenegaraan nn san seken sasanu asa seruana sangan an uan usa saagunusanan gann aunasunenasanan aras ser uununasansenuasana nana 

#untnnennenanaerakn nasa sae rannaserenanaanarereneenn naa saneanesesenn en densasanananananuunaagsanganaansanganaansanen guna 

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui. 

Pemohon 

neccccoocoooccooomocau 

Ttd. 

(Nama)        
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P. FORMULIR DRAFTING DOKUMEN HUKUM 

Pes na si | Be BA 20... 

Nomor nananuaunanangan anak 

Perihal : Drafting Dokumen Hukum 

Kepada Yth: 

(Nama Organisasi Bantuan Hukum) 

Di 

Tempat 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama 

. Tempat/tanggal lahir 2 

3. Jenis Kelamin 

4 

0 s0caccorcococoodanananunanannnannenasesesananasunananan 

0 nunacenutannsa gen nenanerann asas nannunuaanasunanaauun 

sa.ccoccoceonunadanunanasanasananagagangaganu panganan aa 

. Tempat tinggal (Alamat) 0 mescesunesaanenelnansnsenasesauunsaananaKananunansnuuuaa 

Kelurahan/Desa 0 s0c.aworcunanunakangunnanaanunraennanKessansageKanannanan 

Kecamatan punconengunantabesnanasenesanans saran sea gan angan nanaa 

Kabupaten/Kota 

. Pendidikan 

. Golongan Darah 

a .muncananssengaepangangeKesangaKaKanuaKavananasanaanana 

.ocoocococorohanganunneneunsesenenananagesenaganeana 

0 m.menngananannadennenanaanan anna ganga anna ganaananag 

. Agama 1 —ocesecesnesendenansaananeunn nana enananangnan naa aua 

0 
3 

Oo 
— 

. Pekerjaan "e.corerencangnafasnanasannananan nanang saranunanaauanan 

Bersama ini mengajukan pe honan bantuan untuk 

penyusunan/pembuatan draftng dokumen hukum dalam rangka 

kegiatan: 

un..ooreecooococococoooromocennnannguuuanuanansannanansang nas engasa sepasang anuunas asap eaasanna ang eKanasanunguanan 

senoocrsnasnnaaenannaperanaseauansowananuanusanguunsasnnanapga sana nnanasgananasavusKasavanananen nanas gasakunna 

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui. 

Pemohon 

Ttd. 

(Nama)    
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O. FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN PR 

KOP SUR 

PROPOS/ 

PENGAJUAN ANGGARAN 

Nama Organisasi Bantuan Hukum 

Alamat 

Nama Program 

Tujuan Program ....d 

Deskripsi Program 

senuangugangngaunasegusaawenunasasasansaaasunaanganesasuunaaana 

#0cocococcocorcocomKooconcencrennasasanannanananasenganaganaasananan 

#0..coccomoococooccoo.ananasnanauansanganuasenasanaaanguuanun 

senutesenneenanuaununaenannanaangasanaanaauanasanananganusnanan 

"o.oesuenanneanneranaansseeesanuagesangeaguaneuunan sunan 

necusanusenaangsaaaaananesnaaneneneeagnanaanunannunuanu nan unan aa 

Target Pelaksanaan s0..ocoonranana 

Output Yang Diharapkan . menenaserakeana 

Jadual Pelaksanaan 0 coco... 

Rincian Biaya Program p0urcerananan 

Nama Pemberian Banti 

Ttd. 

(Stempel basah) 

Direktur 

OGRAM BANTUAN HUKUM 

AT 

AL 

BANTUAN HUKUM 

s0c—orarecenanuangunanuna nana annanagnn era ana 

sonunnganeeeeanganenenennsonaenereanansanannaangun 

sacaone0aneannanen ana sa ena uaanaeun nana aaaunnaaun ana 

nacvannanenuansannevesananananasaseaaaunung sarana 

sa.cconeroonaecernvangennasuneagenunaannensoaanaaann 

nccocorcemcarungangangeananananaa anang annan guna 

.nccococoocooco.rconcerrusasansanasananaanauuauaaaa 

pecocomocec.r.ccomernsunagusunagaununesnangenana 

sancanugasannauneKunageausunuenanesaanununpananan 

menanganaenaneneaaaesun sasa erananagenuKungunaaaa 

sanunusaenaunenneauuana sana genunaseera Kanaan 

bovesenerasunanaaeKanganganaanaunaanaananuuunuan an 

nennenaveseuuanareseageneseonenangasenonaeluunaana 

.o.urcareaekanananannanneneanganwan aan san an 

s0nooccoarcansunanana sana naa ganganagasunananaag 

jan Hukum, 

                                                                           



R. LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN H 

(KOP SUR 

LAPORAN PENGELOLA 

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN 

DI KABUPATEN V 
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AT) 

VONOGIRI 

TAHUN ANGGARAN ....   

BANTUAN HUKUM 

(LAN ANGGARAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pagu Anggaran Awal Realisasi 

No. Uraian Jumlah sKamlah 
Anggaran Ya Kagus/ Yo | Anggaran Yo Kasus/ Yo 

Kegiatan Kegiatan 

I PENERIMAAN 

1.1. | Penerimaan dari 
APBD Kab. 
Wonogiri 

Jumlah 

Penerimaan 

II PENGELUARAN 

2.1. | Litigasi 

2.1.1. | Perkara Pidana 

2.1.2. | Perkara Perdata 

2.1.3. | Perkara Tata 
Usaha Negara 

2.2. | Nonlitigasi 

2.2.1. | Penyuluhan 

2.2.2. | Konsultasi 

2.2.3. | Investigasi 

2.2.4. | Penelitian 

2.2.5. | Mediasi 

2.2.6. | Negosiasi 

2.2.7. | Pemberdayaan 
Masyarakat 

2.2.8. | Pendampingan 

2.2.9. | Drafting 
dokumen 

hukum 

2.2.10 | Administrasi 
Umum 

Jumlah 
Pengeluaran 

Surplus/ (Defisit) 

III PEMBIAYAAN 

Sel Pendapatan 

Diterima 
Dimuka 

3-2. Hutang kepada 
Pihak Ketiga 

SiLPA/ (SikPA) 
                               


